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WALIKOTA KENDA RI 

PROVINSI SULAWESI TElfGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR 70TAHUN 2019 

TElfTANG 

PEDOMAN PENJUALA.N BARAJIG MILIK DAERAH TANPA LEI.ANO 
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARJ 

DENGAif RAHMAT TUHAJf YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa unluk mt:laksanake.n ketentuan Pesa! 339 ayat 
(I) dan ayat (4) Pcmturan Mcnten Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang M,lik naernh, hnhwa penjualan barang m11Jk 
daemh da!am ha\ tertentu dapat dilakukan tanpa 
melalui mekamsme lelang; 

b. bahwa dalarn mngka tertib admimstrasi pclaksana.an 
pem1ndahtanganan barang milik daera.h melalui 
penjualan tanpa melalui mekanisme lelsmg, perlu 
menyusun Pedoman Penjualan Barang Milik Daerah 
Tanpa Lelang lingkup Pemerintah Daerah Kota 
Kentlan; 

c bahwa bcrdasarkan pert.imbangan sebngaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, meka perlu 
menetapkan Pemturan Wahlrnta tentang Pedoman 
Penjualan Barang Millk Daerah Tanpa Lelang lmgkup 
Pemerintah Daerah Kcrta Kendari. 

1. Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesta Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pt:mbenluka.n Kotamadya Daerah Tmgkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambaha.n Lembaran N.-gara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te.ntang 
Pembentukan Pera tu ran 
(Lembaran Negara Republik 

Perundang-Undangan 
Indonesia Tahun 20ll 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5234) sehagaimana telah drubah 
dengan Undang-Undang Nomor lS Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Um.lang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Pcraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
(ndonesm Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 6398), 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemerintahan Daerah (Lembru-an Negara Republik 
Indonesia Tllhun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) 
sebaga1ml!.nll telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua ataa Untlang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negarn Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peratunm Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Ba.rang Milik Ncgru-a/Daerah (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan l..emharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Pcnyclcnggaman 
Pemerintahan Daerah (L.embaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 73, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6041 ); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negen 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Repubhk lnsones,a 
Tahun 2018 Namar 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Harang Mtlik 
Daerah (Benta Negara Republik lndonesia Tahun 
2016 Nomor 5471; 

9. Peraturan Daerah Kata Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tente.ng Pembentukan dan Susunan Perangkat 
r>aerah Kata Kendari (Lembaran Dae.rah Kata Kendan 
Tahun 2016 Namar 5); 

IO. Peraturan Daerah Kata Kendari Namor 3 Tahun 2018 
tentang Penge\olaan Ba.rang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nornor 3), 



MEMUTUSKAlf : 

Menetapkan PERA TORAN WALIKOTA TENT ANG PEDOMAlf 
PEHJUALAN BA.R.AlfG MILIK DAERAH TAHPA 
LELANO LIHGKUP PBMERilfTAH DAERAH KOTA. 
KENDARI 

BABI 
KETEHTUA.N UMUM 

Paul 1 

Dalam Peraturan weneota mi yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kata Kendari 
2. Pemerintah Daerah adalah Wahkota dan Pcrangkar Dacrah sebuga1 

unsur penyelenggarn. pemerintahan daerah yang merrumpm 
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kata Kendan. 

3. Walikota adalah Walikuta Kendari. 
4. Sckretaris Daerah adalah Sckrctaris Dacmh Kota Kendnri. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembagA perwakilan rakyat daerah yang berkecludukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Pemlai adalah pihak yang me\akukan pemlaisn secara indcpendcn 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu oprru 
mlai atas suatu objek pemlaian berurm harnng milik daerah pada 
eaat tertentu. 

8. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keselu.ru.han kegiatan yang 
melipu.ti perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pcngadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemehharaan, 
penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 
penaumsahaan dan pembinaan. pengawesan dan pengendalian. 

9. Pemmdahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah. 

10. Pcnjuaian adalah pengahlmn kepemilikan barang milik daerah 
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang. 

l l. Penjualan tanpa lelang adalah penjualan secara langsung barang 
milik da.erah terteutu oleh pantue penjualan tanpa melalui proses 
!clang dari kantor lelang negara. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kendari yang se\anjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah Kola Kendari selaku Penggu na Barang. 



BABD 
RUANO LINGKUP 

Pau.12 

(l) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang 
penjualan tanpa \elang atas barang mihk daerah, yang berada dalam 
penguasaan Pengelola Barang atau Pengguna Barang. 

(2) Penjualan barang mihk daerah tertentu sebagaimana drmaksud pada 
ayat [L] meliputi: 
a. Bamng rnilik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan; dan 
b. Barang milik daerah larnnya yang ditetapkan !ebth lanjut oleh 

Walikota. 
13) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud 

pada ayat 12) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara 
khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
antara lam yaitu : 
a. Rumah Negara golongan lll yang d1Jual kepada penghumnya yang 

sah;dan 
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada : 

I. Walikota; 
2. Wakll Walikota: 
3. Manum Walikota; dan 
4. Mantan Wakil Wahlmta. 

(<l) Barnng nulik daerah lamnya, sebagaimana dlll1aksud pada ayat (2) 
huruf b antara lain yaitu : 
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk 

kepentingan umum, 
b. ta.nah kavli.ng yang menurut perencanaan awal pengadaannya 

d,gunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negen Sipil 
Pemenntah Daerah, sebagaimana tercantum dalarn Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPAJ; 

c. selam tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan 
kahar (force majeurej; 

d. bangunan yang bcrdin di atas tanoh p,hak lam yang dijual kepada 
pihak la.in pemilik tanah tersebut; 

e. haail honglmran bangunan atau bangunan yang akan dtbangun 
kembali: atau 

f. selain ta.nah dan/al.au t,anguna.t1 yang t.Jdak merniliki bukti 
kepemilikan dengan nilai wajar pahng tinggi Rp l.000.000 (Sntu 
Juta Rupiah) Per unit. 

BABlli 
PRIJfSlP UMUM PENJUALAJf BA.RANG MlLlK DAERAll 

Paul3 

{l) Penjualan barang rrullk daerah dilaksanakan dengan pertimbangan . 
a. Untuk optimalisas, barang mihk daerah yang bcrlebih atau tidak 

digunakan/dimanfaatkan; 
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bSecera ekonomis lebih menguntungkan bagr daerah apabila dijual: 
dan/atau 

c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
(2) Barang mihk daerah yang tidak drgunakanydrmanfaatkan 

sebagrumann dimuksud pada ayat (1) huruf a adalah barang mihk 
daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan pen)elenggnraan 
tugas dan Iungai SKPD atau tidak dimanfaatkan o!eh prhak lain. 

BAB IV 
SYARAT PENJUALAN BARA.NG MILIK DAERAH 

Pasa.14 

(1) Penjuelan barang millk daerah berupa Lanah dan/ata.u bangunan 
dilakukan dengan persyaratan sebaga.i berikut: 
a. Memenuhi persyaratan teknis; 
b Memenuh1 persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagr daerah apabtla barang milik daerah dijual, 
karena biaya uperasional dan pemeliharaan barang lebih besar 
dari pada manfaat yang dipcrolch; dan 

c. Memenulu persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapat permaoolahan hukum 

(2) Syarat teknis sebagannana chmaksud pada ayat (I) huruf a antara 
lain · 
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak scsuai dcngan tata 

ruang wtlayah; 
b lokasi dan/atau luas tanah dan/atau hangumm 

digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyelenggaraan tugas Pemenntah Daerah; 

c. tanah ka.vhng yang menurut awal percncanaan pengadaannya 
diperuntukkan bagi pembangunan perumahan Pegawai Negeri 
Sipil Pemerintah Daerah; 

d hangumm berdiri di alas tanah rrullk pihak lain; atau 
e barang mihk daerah yang menganggur {idle) tidak dapat dilakukan 

penetapan statue penggunaan atau pemanfaatan. 
(3) Penjuela.n bru-ang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

dtlakukan dengan persyaratan .sebagai berikut · 
a. memenuhi persyaratan teknis; 
b memenuhi persyaratan ekonomis, yakm secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi Pemenntah Daerah apabila barang milik 
dacrah dijual, karena biaya opemsionnl dun pemeliharaa.n barang 
lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan 

c. memenuhi pernyarnt11n yundis, yakni barang milik daerah udak 
terdapat permasalahan hukum. 

(4) Persyaratan teknis �bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
antara IEUn . 
a. Barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena 

rusak, clan ndak ekonorme apabtla drperbaskr: 
b. Barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi 

akibat mcdermsasi; 

tulak dapat 
dan fungsi 
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c. Barang mrlfk c!Rerah tidak dapat digunakan dan dtmanfaatkan 
karena menga!ami perubahan dalam spesifikasi akibat 
penggunaan, seperti hangus, dan lain-lain; atau 

d. Darang milik daerah bdak dapat digunakan dan dimanfaatkan 
karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran 
disebabkan penggunaan atau susur dalam penyimpanan at.au 
pengangkutan. 

Paaal5 

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal 
perencanaan peng,ulaannya diperuntukkan bagt pembangunan 
perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan 
sebagaimana dimaksud dalwn Pasat 2 ayaL (4) huruf b dtlakukan dengan 
persyaratan : 
a. Pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti 

perencanaan awal yang menyataksm bahwa tanah tersebut akan 
digunakan untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri S1pil 
Pemt:nntah Daerah; dan 

b Penjualan dilaksanakan lengaung kepa.da masing-mnsing Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota. 

BABV 
PENILAIAN 

Pa .. t 6 

(I) JJalam rangk.a penjualan barang nulrk daerah d!lakukan penilaian 
untuk mendapatkan nilai wajar. 

(2) D,kecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah bagi penjualan bamng milik daerah berupa tanah yang 
diperlukan untuk pembangunan rumah susun se<lerhana, yang nilai 
jualnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan perhitungan yang 
ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Nilai sebagwmana <.hmak,;ud pada ayat (I) merupakan hmit/batasan 
terendah yang dssempaikan kepada Wahkota, eebagai dasar 
penetapan nilai lrrmt. 

(4) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah harga minimal barang yang akan dijual. 

(SJ Nilai hmit seba.gimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 
Walikota selaku penjual. 

Panl7 

(I) Penilruan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 
ayat (!) berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penjualan 
non lelang bamng milik daerah di\akukan oleh · 
a. Pemtai Pernerintah; atau 
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Penilai publik sebagrumana drmakeud pada ayat (\) huruf b adalnh 
pcnilai selain pemlai pemerintah yang mempunyai izin praktik 



perulaian dan menjadi anggota asosiasi pemlai yang cliakui oleh 
Pemenntah. 

(3) Perulaian barang milik daerah sebagaimana drmaksud pada ayat (II 
dilaksa.nakan untuk mendapa.tkan nila.i wajar eeeuai dengan 
ketentuan Peraturnn Perundang-Undangan. 

(4) Ndai wajar sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dan 
hasil penilaian menjadi tanggungJawab penilai. 

(1) Penilain barang m1lik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (I) selain tanah dan/atau bangun$1n ilalam rangka penjualan 
tanpa lelang barang milik daerah drlakujcan oleh nm yang ditetapkan 
oleh wahkota, dan dapat melibatkan penilai yang dit.t:tapkan 
Wahkota. 

(2) Tim seba.gu.imana dimaksud pada ayat (I) adalah panina penaksir 
harga yang unsumya terdiri dari perangkat daerah/unit kel)a 
terkait. 

(3) Pemlai sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) adalah perulai 
pemenntah atau penilai publik. 

(4) Penilaian barang milik daemh sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dtlaksanakan untuk mendapatkan mlai WAJAr seauar dengan 
ketentuan Peraturan Perundang·Undangan. 

(5) Apabila pemlaian sebaga.imana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
oleh pengguna barang tanpa me\ibatkan peni\a,, maka hasil 
penilruan barang milik daerah hanya merupakan nilru taksiran. 

(6) HaSI! pemlaian barang milik daerah sebagaimana drmaksud pada 
ayat (2) ditetapkan o\eh Wahkota 

(\) Barang mihk daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
laku dijual pada penjuaian perrama, dilakukan penjualan ulang 
sebanyak I (satu) kah. 

(2) Pada pelaksanaan penjualan ulang sebagwmana dimaksud pada 
ayat {1) dapat di!alrukan pcmlaian ulang 

(3) Dalarn ha! setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah 
sebagaimana rhmaksud pada ayat (II tidak laku dijual. Penge\ola 
Barang menmdaklanjuo dengan penjualan tanpa lelang, tukar 
menukar, hrbah, penyertaan modal atau pemanfaatan. 

(4) Pengelola Barang dapat mclakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (31 atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan 
Walikota 

Paaal 10 

(\) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang 
tidak laku dijual pada penju.<ilAn pertama, drjakukan penjualan 
ulang sebanyak I (satu) kali. 

(2) Pelaksanaa.n penjualan ulang sebagaima.na dimaksud pada ayat (I) 
dapat dilakukan penila1an ulang. 



(3) Dalam hal seteJah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana drrnaksud 
pad a ayat ( 11 t:idak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti 
dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, lubah, atau 
penyertaan modal. 

(4) Penge\ola Bamng dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atas barang milik daerah selAm tanah dan/atau 
bangunan setelah mendapat persetujuan \Valikota untuk masing 
masing kegiatan bersangkutan. 

BAB VI 
TATA CARA PENJUALAN BARAJfG MILlK DAERAH 

PADA PENOELOLA BARAJilG DAN PElfGGUl'fA BARANG 

Baptm Ke•atu 
Pen1elola Baran1 

Pasal 11 

Pelaksanaan penjualan barang m,hk daerah yang berada pada penge\ola 
barang dilakukan berclasarkan : 
11. lnisiabfWalikota; atau 
b. Permohonan pihak lam. 

Paaal 12 

(1) Penjualan barang mi\ik daerah pada penge\ola barang drawah dengan 
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain. 
a Data barang mihk daerah: 
b Pertimbangan penjualan; dan 
c. Pertimbangen dari aspek tekms, ekonomis, dan yuridis oleh 

pcngelola bamng. 
(2) Pengelola barang men}ampaikan usulan pen;ualan kepada Walikota 

disertai perencanaan penjualan sebagrumana dimaksud pada ayat 
[ l). 

Paaal 13 

{l) Walikota melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana 
dimaksurl dalarn Pasal 12 ayat (21. 

(2) Da!am melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
wajikcra membentuk tun untuk me\akukan penelitian. 

(3) Pene!itian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) melipuu: 
a. Penehtian data admirustratif; 
b. Penelitian fisik. 

Paaal 14 

11) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 13 
ayat (3) huruf si rhlakukan untuk menelttl: 
a. Status dan bukti kepemi\ikan, gambar ettuesr termasuk lokaai 

tanah, Jua:s, mlai perolehan tanah, dan de.ta identitas barang, 
untuk data barang milik dnerah berupa tanah; 



b iahun pero!ehan, jems konstrukat, luas, nilai pemlehan 
bangunan. nilai buku, dan data tdentrtas barang, untuk data 
barang rruhk daerah berupa bangunan; dan 

c. Tahun pcro!ehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data 
identitas barang, untuk data barang m1hk daerah berupa 
bangunan. 

(2) Penehnan Iistk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf 
b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah 
yang akan dijual dengan data adminislralif sebagaimana dimaksud 
padaayat(l). 

(3) Haatl penehtian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dituangkan oleh tim dalam berita acara penehuan untuk selanjutnya 
disampaikan kepada waukote melalui pengelola barang. 

Pasal 15 

(1) Berdasarkan berita acara penelit.Jan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (3), Wahkota melalui pengelola barang menugaskan 
penilai untuk melakukan peneilaian atas barang mihk daerah yang 
akan dijual. 

(2) Hasil penilaian seosgaimaoa dunaksud pada ayat (ll dijadikan 
sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik rtaerah 

Pasal 16 

(II Dnlrun rnngka penjualan barang m1l1k daerah dilakukan penilaian 
untuk mendapatkan nilai wajar 

(2) Dlkecuallkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalrun a.yat ( I) 
adalah bagi penjuatan barang milik daerah berupa tanah yang 
diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilru 
jualnya ditetapkan oleh WnlikoW berdasarkan perhitungan yang 
ditetapkan sesuru ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Nilai sebagaimana dunaksud rarfa ayar (2) merupakan \imit/batasan 
terendah yang dteampatkan kepada Walikota, sebagai dasar 
penetapan nilai limit. 

(4) Nil81 ilirut/batasan tcrendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah harga minimal barang yang akan dijual. 

(5) Nrla i limit sebagarmana dtmaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 
Wahkota selaku penjual. 

(II Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 
barang rmlik daerah kepada Wahkota. 

j2) Apabilan penjuaJan barang mihk daerah scbaga1mana drmakeud 
pada ayat (11 mcmerlukan pereetujunn DPRD, Walikota terlebih 
dahulu mengajukan permohonan persetUJUan penjualan kepada 
DPRD. 

(3) Pengajuan pennohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) drlakukan terhadap : 
a 'I'anah dan/bangunan; 



b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebrh dari Rp 
5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). 

(4) Apabtla persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
melebihi betas waktu hastl penilaian, maka sebdum dilakukan 
penjualnn terlebih dahulu harus dilakukan pemteien ulang. 

Pua.118 

(1) Walikota menetapkan barang rmlik tlaeruh yang akan llijual 
berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara 
penebnan aebagaimana drmaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan 
persetujuan sebagaimana drmaksud dalam Pasat 17 ayat (11. 

(2) Keputusan penjualan sebagrumana dtmaksud pada ayat ( I) paling 
sedikit memuat : 
a. Data barang milik daerah yang akan dijual; 
b. Nilai perolehan dan/a.tau nilai buku barang milik daerah; 
c. Ntlat limit penjualan dari barang nulik daerah; 
d. Penjualan dtlakukan dengan cara tanpa lelang. 

Paaal 19 

(I) Berdasarkan keputusan Walikotasebagrumana dimaksud dal.am 
Pasal 18, pcngelola barang melakukan penjualan barang m1hk 
daerah tanpa lelang kepada calon pembeli. 

(2) Penjualan barang milik daerah sebegarmana drmaksud pada ayat (I) 
dilakukan serah terima barang berdasarkan aktajual beh. 

Paaal 20 

(1) Scrah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
d,tuangkan de.lam berita ncarn sernh terimn (BAST). 

(2) Berdasarkan berita acara serah terima (BAST) sebaga,mana 
dimaksud pada ayat (1), pengelola barang mengajukan usulan 
penghapusan barang rmhk daerah kepada Walikota. 

BagJan Keclua 
Pengguna Barang 

Paaa121 

{I) Penjualan barang milik de.crah pada pcnggune. barang diawali 
denge.n menyiapkan permohonan penjualan, antara lain· 
a Data barang milik daerah 
b. Pertunbangan pcnjualan: clan 
c. Pert.imbangan dari aspek teknia, ekonomis, dan yuridis oleh 

pcngguna bare.ng. 
(2) Pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usulan 

permohonan penjualan sebagaimAnA dimaksucl padR ayat (l) kepada 
Wahkota 



Pau.122 

Pelaksanaan penjualan barang milik daeruh yang berada pada 
penggunan barang dilakukan berdasarkan : 
a. lniaiat.ifWalikota; atau 
b. Permohonan pihak lain. 

Pual23 

(l) Penjualan barang milik dacrah pada pcngguna barang dmwali 
dengan membuat perencanaan penjualim yang melipul.! antara lain : 
a Data barang mllik daerah: 
b. Pertimbangan penjualan; dan 
c. Pertimbangan dari aspek teknie, ekunomis, dan yuridis oleh 

pengelola barang. 
(2) Pengguna barang menyampa1kan usulan penjualan kepada Walikota 

melalui pengelola barang disertRi perencanaan penjualan 
sebagarmana dimaksud pada ayat {I). 

Paaal 24 

(1) Walikota melakukan penel,tism atsrn mmlan penjualan sebagaimana 
drmaksud dalam Pasal 23 ayat (2). 

(2) Dalam me\akukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [I}, 
Walikota membentuk trm untuk melakukan peneliuan. 

(3] Peneliuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 meliputi: 
a. Penehtian data administratif; 
b Penehuan fisik. 

Paaal 25 

(1) Penehtian data administratif sebaga1mana dimaksud dalam Pasa\ 24 
ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti: 
a Status dan bukti kepermnkan. gambar situasi termasuk lokasi 

tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data ident.Jtas barang, 
untuk data barang mihk daerah berupn tanah; 

b. Tahun perolehan, Jems konstruksi, luas, nilai perolehan 
bsmgumm, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data 
barang milik daerah berupa bangunan; dan 

c Tahun perolehanjumlah, mlai perolehan, nilru buku, dan data 
«teoutee barang, untuk data barang mihk daerah berupa selain 
tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penelitian fisik sebagatrnana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {3) huruf 
b drlakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah 
yang akan d,jual dengan data administratif sebagwmana dimakaud 
dalam ayat (I). 

{3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dituangkan o!eh tim dRlslm henta acara penelitian untuk selanjutnya 
disamprukan kepada Wahkota melalut Pengguna Barang. 



Pasal 26 

(11 Berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (JI, Walikota rneialut pengguna barang menugaskan 
penilni untuk melakukan pemlaian atas barang rmlik daerah yang 
akan dijual 

{2) Hasil pemlroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) djjadtkan 
sebagai dasar penetapan nilai limit penjua\an barang milik daerah. 

Pau.127 

(1) Dalam rangka penjualan barang rmlik daernh mlakukan penilaian 
untuk mendapatkan nilat wajar. 

(2) Drkecualikan dari ketentuan sebagumma dunaksud pada ayat (1) 
adalah begt penjualan barang milik daerah berupa tanah yang 
diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai 
JUalnya ditetapkan oleh Wahkota berdasa.rkan perhitungan y11.ng 
dltetapkan berdasarkan ketentuan Pemturan Penmdang-Undangan. 

(3) N1la1 sebagaimana dunaksud pada ayat (2) merupakan lunit/batasan 
terendah yang disampaikan kepada Walikota, scbagai dasa.r 
penetapan nilai limit 

(4) Nilai \imit/batasan terendah seb11.g11.im11.n11. rlimaksud pada ayat (3) 
ada!ah harga. minimal barang yang akan dijual. 

(5) Nilai lrmtt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 
Walikota selaku penjual. 

Paaal 28 

fll Pengguna bamng mengajukan permol1onan persetujuan penjuajan 
barang milik daerah kepada Walikota. 

(2) Apabila penjualan barnng mihk daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) memerlukan persetujuan DPRD, Walikota terlebih daluhu 
mengajukan pennohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. 

(31 Pengajuen permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan terhadap : 
a. Tanah dan/bangunan, 
b. Selain tanah dan/bangunan yang bernilai lebih dari Rp 

5.000 000 000,00 (Lima Milyar Rupiah). 
c. Apabtla persetujuan Walikota sebagrumana dimaksud pada ayat (l) 

melebihi batas waktu hauil pemlaian, maka sebelum dtlakukan 
penjualan terlebih dahulu harus dilakukan peniln.inn ulang. 

Pau.129 

(1) Walikcte menetapkan barang milik daerah yang akan dijual 
bcrdasarkan hasil penelitinn yang dituangkan dalam benta acara 
penehtian sebagairnana dtrnaksud dalam Pasal 25 ayat (31 df!n 
persetujuan sebagiitmRnfl rhmaksud dalam Pasal 28 ayat (\). 

12) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling 
sedikit memuat : 
a. Data barang milik dacrah yang akan dijual: 



• 

b Nilai perolehan dan/atau nila1 huku harang milik daerah; 
c. Nilru limit penjualan clan barang mibk daerah: 
d. Penjualan dilakukan dengan cam tanpa \elang. 

Pau.130 

(I) Berdasarkan Keputusan Wahkota sebagaimana dtmaksud dalam 
Pasal 29, pengguna barang melakukan penjualan barang milik 
daerah tanpa lelang kepa<.la calon pembeli. 

(2) Pcnjualan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (!) 
dilakukan aerah terima barang berdasarkan akta jual belt. 

Paaal 31 

( I J Serah tenma barang sebagaimana drmakeud dalarn Paeal 30 ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST). 

(2) Berdasarkan berita acara serah terima (RAST) sehagaimana 
dm1aksud pada ayat (l), pengguna barang menga,jukan usulan 
penghapusan barang mtlik daerah kepada Walikota. 

BAB VD 
TATA CAR.A. PltN'JUALAN BARAHG MILIK DAERAH 

YANG BERSIFAT KHUSUS 

S..gian Ke..,tu 
Penjualan Kendanu.n Parorangan Dina• 

Kepada Pejabat Ne&ara Dan Mantan Pejabat Negara 

Paaal 32 

{\) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang 
kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah : 
a. Telah berusra pahng singkat 4 (empat) tahun : 

1. Terhitung mulai tanggal, bulan. tahun perolehannya, untuk 
perolehan dalam kondisi baru; atau 

2. Tcrhitung mu\ai tanggal, bu\an, tahun pembuatannya, untuk 
perolehan selam tersebut pada angka 1. 

h. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas 

Pan.I 33 

( I) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual kepada : 
a. Pejabat negara; atau 
b. Mantan pejabat negara. 

(2) Pt,jal.n1.l negara scbagwmana dunaksud pad a ayat ( I) huruf a, ywtu : 
a. Walikota; dan 
b. Waktl Walikota. 

(3) Mantan pejabat negara sehagaimana dimaksud pada ayat (\) huruf 
b, yattu : 
a. Mantau Walikota; dan 
b. Mantan Wakil Walikota. 



Paul 34 

( 1) Pejabat negara yang dapat membeli kendaman perorangan dinas 
dengan persyaratan sebagar berikut . 
a. Telah memihki masn kerjo. atau mnsa pengabdian selama 4 

(empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai 
tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara;dan 

b. T!dak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan 
ancaman hukukan pidana penjara paling singk:at 5 (lima) tahun. 

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada a}at {I) huruf a 
adalo.h eecara berke\anjutan menjalani masa jabatan pada instansi 
yang sama atau pada instansi berbeda. 

Pau135 

(I) Pejebet negara mengnjuknn permohonan penjualan kendaraan 
perorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan pejabat 
negara. 

(2) Tahun terakhir periode jabatan pejabat negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada pcriodejabatan 
pejabat negare sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan. 

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual paling banyak 1 (satu) unit 
kendaraan bajlj I (satu) orang pejabat negara, untuk tiap penjualan 
yang dtlakukan. 

Paul 36 

(!) Mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaman perorangan 
dinas dcngan pcrsyarat.an sebegar benkut : 
a. Telah mcmiliki maaa kcrja eteu pcngabdian selama 4 (empat) 

tahun atau lebih secara berturut·turut,terhitung mulai tangga] 
dttetapkan menjadi pejabat negara samoai dengan berakhimya 
rnese jebatan: 

b Belum pemah membeli kendaraan perorangan dmas pada aaar 
yang bcrsangkutan menjabat sebagai pcjabat ncgara; 

c. Tidak aedang atau t!dak pemah dituntut tindak pidana dengan 
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 {lirna] tahun; 
d= 

d. Tidak diberhentikan dengan tidsk honnat dari jabatannya. 
(2) Secara berturut-turut sebagaimana drmakaud pada ayat (1) huruf a 

adalo.h eecara berkelanjutan menjalaru masa jaba.tan pada instansi 
yang sama atau pada instansi yang berbeda 

Paul 37 

(II Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada mantan pejabat 
negara paling ban}ak l {satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang 
mantan pejebat negara. untuk tiap penjuatan yang dilakukan. 



(2) Mantan pejabat negara mengajukan pennohonan penjualan 
kendaraan perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak 
berakhimya masajabatan pejabat negara )ang bersangkutan. 

Pasal 38 

(1) Pengguna barang menentukan harga jual kendaraan perorangan 
dmas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara 
yang dilakukan tanpa lelang dengan ketentuan sebagai berikul : 
a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 

(tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40"/o (empat puluh persen) 
dari nuai wajar kendaraan; 

b. Kendaraan dengan umur lebth sari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya 
adalah 20"/o (dua puluh persen] dari rulai wajar kendaraan. 

Paaal 39 

(1) Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan 
perorangan dinas kepada pejabal m:gara/mantan pejabat negara 
dilakukan dengan pembayaran sekaligus,. 

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di!akukan melahn 
penyetoran ke rekenmg kas umum daerah melalui hf>ndahara 
penenmaan paling lama I (satu) bulan terhrtung sejak tanggal 
berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayanm 
sekahgus. 

(3) Apabila pemhnyamn otee penjua\an kendaraan perorangan dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat 12) belum tunas dibayar, maka: 
a Kendaraan tersebut masth berstatus sebagai barang mihk daerah; 
b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas; 
c. Braye per\nukan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pejabat 

ncgara/mantan pejabat negara; dan 
d. Kendaraan tersebut drlarang untuk drpmdahtangankan, 

disewakan, diprnjamkan, atau dij11mmkan kepada pihak lain. 

Pasal 40 

(I) Pejabat negara dan mantan pejabat negara yang udak memenuhi 
syarat sebagaim,;ma rlim11kfrnd rlalam Pasal 39 dicabut haknya untuk 
membeli kendaraan perorangan dinas. 

(2) Kendaraan perorangan dinas yang l>a.tal drbeli oleh pejahnt 
negara/mantan pejabat negara scbagaimana dimaksud po.da eyat ( I), 
digunakan kemhali untuk pe\aksanaan tuga!I. 

Pa .. t 41 

[1) 8,aya yang telah dlkcluarkan oleh Pemenntah Daerah untuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan drbeh dalam 
jangka waktu I (satu) tahun sebelurn adanya persetujuan peajualan, 
menjadi tanggungan pejebat negara yang membeh kende.raan 
perorangan tlinas tersebut dan harus dibayar sebagru tambahan 
harga jual sebagaimana dimaksud dalam ?asal 38. 



(2) Biaya yang telah dikelurakan oleh Pcmcnntah Daernh untuk 
perl>aikan sebagrumana drmakaud pada ayat (I) adalah btaya selam 
pemeliharaan rutin atas kcndaraan perorangan dinas. 

P1..-.J 42 

(11 Pejabat negara yang pemah membell kendaraan perorangan dinas, 
dapat mernbeli lagi I (satu) unit kendaraan perorangan dinas setelah 
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama. 

(2] Pembelian kembali atas kcndaraan pcrorangan dmas sebagaimana 
drmaksud pada ayat (1) dapat drlakukan sepanjang pejabat negara. 
tersebut masih aktif sebagai pejabat negara ser..arn berkelanjutan 

Pasal 43 

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinaa yang dijual tanpa lelang 
drawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh : 
a Pejabat negara, pada tahun terakhir period.e jabatan pejabat 

negara; 
b. Mantan pejabat negara, paling lama I (satu) 

berakhirn)a masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan; 
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dtmakaud pada ayat (1) 

disamoeikan oleh : 
a. Pejabat negara kepada pengguna barang; dan 
b. Mantan pejabat negara kepada Wahkota; 

(3) Surat permohonan sebagaimana d,makaud pada aya1 12) memuat 
antara lam · 
a. Data prtbedr, berupa nama, jaDatan,alamat, dan tempat/tanggal 

lahir, dan 
b. Alasan pemmhonan pembelian kendaraan perorangan dinas. 

Pasa144 

( 11 Surat permohonan sebagaimana drmaksud dalarn Pasal 43 ayat {3) 
dilampiri dokumen pendukung. 

(2) Dokumcn pendukung scbagaimana dimaksud pada aynt (1) bagi 
pejabat negara/mantan pejabat negara., antara lain : 
a. F'otokopi surat keputusan pengangkatan bagi pejabat negara atau 

surat keputusan pemberhentian bagi mantan pejeoat negara; 
b. Fotokopi kartu identitas; 
c. Surat pernyataan yang mcnyatakan bclum pernah membeli at.au 

pemah membeli kendaraan perorangan dinas setelah jangka 
waktu 10 (sepuluhl tahun sejak pembelian pert,:imsi bagi pejabat 
negara; 

d. Dalam hal pejabat negara mengajukru1 pernbelian kembali 
kcndaraan pcrorangan dinas, dilampirkan fotokopi aurat 
keputusan pengangkatan menjadi pejabat negara secara 
berkelanjutan dengan jangkfl w11ktu JO (sepuluh) tahun sejak 
pembelian pertama kendaraan perorangan dmas sebagaimana 
dimakaud pada hurufc; 

tahun ocjak 



e Surat pemyataan yang menyatakan hPlum pemah membeli 
kendaraan perorangan dinas pada saat yang bersangkutan 
menjadt pejabat negara bagi mantan pejabat negara, dan 

f. Surat pemyataan }ang menyatakan tidak sedang atau tidak 
pemah dituntut tindak pidana dcngan ancaman hukuman pidana 
penjara palmg singkat 5 (Hrna) tahun 

Pan.145 

(1) Oerdasarkan surat pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Peeel 
43 ayat (3), pengguna barang melakukan persiapan permohonan 
penjualan, antara lam : 
a Data administrast kendaraan perorangan dinas; dan 
b. ?enje\asan dan pertimbangan penjualan kendaraan percrangan 

dinas. 
(2) Dalam ha! persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (I) pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan 
usulan penjuatan kepada Wahkota selaku pemegang kekuasaan 
pengelolaan barang milik daerah dusert.ai . 
a. f/otocopy buku permlik kendaraan bcnnotor ( BPKB), 
b. flotocopy surat tanda nomor kendaraan (STNK); 
c. Surat pennohonan dan dokumen pendukung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 44. 
d. Rmcian biaya yang telah dikeluarkan o!eh Pemerintah Daerah 

untuk perbatkan kendaraan perorangan dinas yang akan drbcli 
dnlam jangkn waktu 1 {satu) tahun sebelum adanya persetujuan 
penjualan; dan 

e. Surat pemyataan da.ri pengguna barang bahwa sudah ada 
kendaraan pengganti. 

(3) Wahkota melakukru1 penelitian atas usulan permohonan penjualan 
scbagrumana dimaksud pndn aynt (2). 

{4) Dalam melakukan penelitian aebagarmana drmaksud pada ayat (31, 
Wahkota membentuk nm untuk : 
a. Melakukan penelilian alas.an dan pertimbangan pennohonan 

penjualan barang mihk daerah; 
b Melakukan pcnclitian lisik, dengan cnra mencocokkan fisik 

kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data 
administratif 

[5) Hasil penehuen sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dituangkan 
dalam benta acara basil penditian untuk selanjutnya disarnpaikan 
kcpada Walikota melalui pcngclola barang. 

(5) Walikota melalui penge!o!a barang menugaskrut penilai untuk 
melakukan pemlaian atae kendaraan perorangan dinas yang akan 
djjual. 

(7) Hasil penilaian &:ba11aunana dimaksud pada ayat (61 dijadikan 
sebagai dasar pcnctapa.n ni\ai limit penjunlan bnrang mihk daerah. 

Paaal 46 

(\) Pt:ngelola barang mengajukan permohonan persctujuan penjualan 
bcrdasarkan hasil peneliuan dan penilaian sebaginmnna dimaksud 



dalam Pasal 45 ayat (5) rlim ayat (7) kepada Walikota sesuai batas 
kewcnangannya 

(2) Apa.bila persetujuan Wahkota sebagaimana dimaksud dalam ayat {I) 
melebihi batas waktu hasil pemlaian, maka sebelum dilakukan 
penjualan terlebth dahulu harua ddakukan penilaian ulang. 

(3) Walikota menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas 
yang akan djjual berdasarkan hasil penelitJan dan peruraran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), paling sedikit 
memual. 
a Data kendaraan perorangan dinas; 
b. Nilai perolehan; 
c. Nilai buku; 
d. Harga jual kendaraan perorangan dinas, 
e. Rincran biaya telah dikeluarkan pemerintah kabuµaten untuk 

perbaikan kendaraan perorangan dmas yang akan dibcli dalam 
jangka waktu 1 (sa.tu) tahun sebelum adanya persetujuan 
penjualan sebaga.imana dimaksud dalam P.lsal 41 11y111 (1) untuk 
pejabat negara. 

(4) Dalarn ha] wahkcta t.idak menyetujui penjualan kendaraan 
perorangan dinas Walikota mcmbcritahukan sccara tcrtulia kepada 
pemohon melalui pengelola barang 

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimnna dimakaud pada ayat (3), 
pengelola barang melakukan pen;ualan kendaraan perorangan dinas 
kepada pejabat negara/mantan pejabat negant. 

Pau.147 

(I) Pejabat negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah 
melalul bendahara penerimaan, terdin dan: 
a. Pernbelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual 

kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimakeud dalam Pasal 
38; dan 

b. Biaya yang telah rhkeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk 
perbatkan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalarn 
jangka waktu I (satu) tahun sebelurn 11danya pen:oetujuan 
pcnjualan sebagaimana dimo.ksud dnlam Pnsal 41 ayat (!). 

(2] Mantan pejabat negara melakukan pembayaran ke kas umum 
darmh seauai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagatrnana 
dtmaksud dalrun Pasal 38 

(3) Serah terima barung dilakukan setelah lunas dibayar yang 
dibuktikan dcngan surat kcterangan peluno.se.n pembo.yamn dari 
pengelola barang/pengguna barang 

(4) Pengelola barang/pengclola bamng rnengajukan usulan 
penghapusan barang mtlik daerah sebagai tindak \anjut serah terima 
barang sebagaimana diniaksud pada ayat (3). 

(5) Pcngclola barang dan pengguna barang melakukan pengswaean dan 
pengendalian pelaksanaan penjualo.n dan penghapusan kendaraan 
perorangan dimis Ysua1 rugas, fungsi, dan kewenangan masmg 
masmg sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 



Bagian Kedua 
Penjualan Rumah Negara Golongan m 

(\) Penjualan rumah negara golongan 111 dilakukan oleh pengt'lola 
barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari 
Walikota. 

{2) Penjualan uaraJlg milik daerah berupa rumah negara golongan III 
sebagaimana dimaksud pada ayat {\) dilakukan de.lam bentuk 
pengahhan hak rumah negara golongan Ill. 

(3) Dalam ha] usulan penjualim hllrang milik daerah berupa rumah 
negara golongan m diserujui, maka Walikota menerbitkan surat 
persetujuan penjualan be.rang milik daerah \.Jerupa rumah negara 
golongan !II. 

(4) Dalam ha! usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah 
negara golongan m tidak disetujui, maka Wallkotsi menerb11kan 
surat penolakan usulan penjualan barang rrulik daerah berupa 
rumah negara golongan Ill drsertar alasannya. 

Paaal 49 

(l) Pengajuan usulan penjualan barang milik daerah berupa. rumah 
negara golongan [[I dilakukan oleh pengguna barang rumah negara 
golongan II[ kepada Walikota, yang sekurang-kurangnya discn.w 
dengan data dan dokumen : 
a. Surat pemyataan dari pengguna barang rumah negara golongan 

II! yang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk 
d1jual tidak dalam keadaan sengketa; 

b. Keputusan penetapan status rumah negara golongan [II; 
c. Pereetujuen pengalihan dan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah; 
d. Surat Iem Penghun1an (SIP) rumah negara golongan III, 
e Gambar/ledger, tckesr, tahun perolehan, luas tanah, dan 

bangunan rumah negara golongan 111, da.n 
f Surat pcmyataan kelayakan pengahhnn hak rumah negara 

go\ongan l1J dari penggunan barang rumah negara go\ongan UL 
12) PenggnnR hsirnng mihk negara golongan Ill bertanggungJawab penuh 

atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat 11). 

Pau.l 50 

{I] Rumah negara yang dapat diahhkan haknya adalah rumah negara 
golongan TTl yang telah berurmn 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan 
tidak dalam kcadaan scngketa. 

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diperhitungk:an berdasarkan penetapan status atau pengalihan 
status oleh Wahkota. 



(3) Rumah negara sebagaunana dimaksud pada ayat (1) rlim ayat (2) 
hanya dapat dralihkan haknya kepada penghuni atas permohonan 
penghuni melaui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

(4) Pcnghuni rumah negara golongan 3 dapat mengaJukan permohonan 
pengalihan npabila yang bersangkutan telah mem1hki masa kerja 10 
(sepuluhJ tahun atau Jebih sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

(5) Dalam hal suanu dan retn masmg-masing mendapat surat izin 
penghunia {Slf'I untuk menghum rumah negara golongan Ill, maka 
pengahhan hak sebagaimana dimakaud pacla ayat ( 11 hanya dapat 
diberikan kepada salah eatu dari suami dan istri yang bcrsangkutan 
dan belum pernah membeli atau memperoleh fasihtas rumah 
dan/at.eu tanah dari pemenntah berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

(6) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daere.h yang telah memperoleh 
rumah dan/atau tanah dan Pemerintah, tidak dapat lagt 
mengnjukan pennohonan pengahhan hak atae rumah negara 
golongan 111. 

(71 Pengahhan hak rumah negara golongan UJ kepada penghunmya 
drtetapkan Wahkota. 

Paul 51 

(1) Penghum rumah negara golongan HI yang dapat mengajukan 
permohonan pengalihan hak kepada penggunan barang narus 
memenuhi syarat-syarat sebagai bcnkut: 
a Pegawru Negen Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan : 

1 Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 
tahun, 

2 Memiliki Surat lzin Penghunian (S!P) yang sah; dan 
3. Belum pernah mernbeli atau memperoleh fasilitan tumah 

dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

b Pensrnnan Pegawai Negeri Sip1l Pemerin1ah Daerah yang 
bersangkutan; 
I Menenma pensiun dari negara, 
2. Memihki Surat Jzin Pcnghuman (SIP) yang ooh; dan 
3. Belum pemah membe\i atau memperoleh fasilitan rumah 

dan/ata.u tanah dari pemerintah berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

c. Janda/duda Pegawar Negeri Sipil Pemenntah Daerah yang 
bersangkutan : 
I. Masih berhak menerima tunjangan peneiun dan negara, yang : 

a) Almarhum suarninya/istrinya sekurang-kurangnya 
mempunyar masa kerja 10 (sepuluh) tahun; dan 

b) Masa kerja almrhum auaminta/istrinya ditambah dengan 
jangka waktu scjak yang bcraangkutan menjadi janda/duda 
berjumlah sekurang-kurangnya JO (sepuluh) tahun; 

2 Memiliki Surat lzin Penghunian (S!P) yang aah; dan 
3. Helum pemah membeh atau memperoleh fasihtan rumah 

tlan/atau tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Unde.ngan 
yang bcrlaku 



• 

d Janda/duda pahlawan, yang 
aebagai pahlawan berdasarkan 
yang berlaku : 
1. Masih berhak menenma tunjangan pensiun dan negara, 
2 Memihki Surat lzin Penghunian {SIP) yang sah; dan 
3 Belum pemah membeli atau memperoleh fasilitan rumah 

dan/atau tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 

e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negaru . 
1. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara; 
2. Memiliki Surat lzin Penghunian (SJP) yang sah; dan 
3 Belum pemah membeh atau memperoleh fas,litan mrnah 

dan/atau tanah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku. 

(2) Apab,la penghuni rumah negara golongan II[ sebagaimana dimaksud 
apadn nyat (!) memnggal dunia, maka pengajuan permohonan 
pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan o!eh 
anak sah dan penghum yang bersangkutan 

(3) Apabila pegawai negeri eiptl Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyru anak sah, maka 
rumah negara kembali ke Pemerintah Daerah. 

(41 Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) penggunan 
barang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan Ill 
kepada W alikota. 

15) Wahkota melakuknn penehtian dan pengkajian sebagai bahan 
pert.tmbangan persetujuan Walikota atas permohonan yang diajukan 
penghuni rumah negara golongan Ill sebagrumana dimaksud pada 
ayat (4). 

(6) Dalam uie!akukan penehuan dan pengkajian sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (5), Walikota dapat mcmbentuk tim. 

(7) Hasi! penelitian dan pengkaj1an dituengkan dalam benta acara dan 
disampa1kan kepada Wahlcota sebagai bahan pertimbangan 
persetujuan penjualan rumah negara golongan Ill. 

Paul 52 

Walikota me!alui pengelola barang menugask.cm penilai untuk 
melakukan pem.laian atas rumah negara golongan Ill yang akan 
diallhkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Wahkuta dengan 
ketentuan penilaian Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. 

Paul 53 

[1) Walikota rnenyetujui dan menetapkan pengaliha.tl hak rumah negara 
golongan !II berdasarkan pert.imbangan acbaga.imana dimaksud pada 
Pasal 51 ayat (7). 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk.cm dengan 
menerbttlran surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan 
Keputusan Walikuta. 

suaminya/istrinya dinyatakan 
Peraturan Perundang-Undangan 



- 
(3) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara 

golongan 111 dalam bentuk pengalihan hak harus drlaporkan kepada 
Wahkota dengan rnelampirkan sa!man Keputusan pengalihan hak 
rumah negara dan penetapan harga rumah m:gara golongan Ill 
setelah penerbitan Keputusan sebagaimana d,maksud pada ayat (2). 

(4) Dalarn ha! Walikota tidak rnenyetujui atas pengajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) Walikota memberitahukan 
kepada pengguna barang rumah negara golongan 111 disenai 
ejasannya untuk d1&<.mpaikan kepada penghuni rumah negara 
golongan III. 

Pasal 54 

(11 Berdasarkan persetujuan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (2) Walikota menetapkan harga rumah beserta tanahnya 
berdasatkan haail penilaian. 

(21 Harga rumah negara golongan Ill sebaga.imana dimaksud pada ayat 
( I) drtetapken eebeear 50o/o (luna puluh persen) dari nilru wajar. 

Paul 55 

II) Pengalihan rumah negara golongan 111 dilakukan dengan cam ReWll 

bell. 
(2) Walikota menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah ney,ara 

golongan HI. 
(3) Pembayarnn harga rumah negara golonga.n Ill dapat drlakeanakan 

secara angsuran dan disetor ke kas umum daerah melalui 
bendahara penerimaan. 

(4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
secarn tunni. 

(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan palmg sedrkit 5°/o (Lima 
persen) dari harga rumah negara golongan Ill dan dibayar penuh 
pada saat perjanjian sewa beli ditandatangani. sedang sisanya 
dtangsur dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan seauai dengnn ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 56 

(I) Pcnghuni yang telah membayar tunas harga rumah negara golongnn 
III beserta tanahnya, memperoleh 
a. Penyerahan hak rarlik rumah: dan 
b. Pelepasan hak atas tanah. 

(2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan 
pelepasan hak atas umah scbagaimEU10 dimoksud pada ayat (1), 
wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah 
eena penghapusai1 dari daftaT barang milik daerah ditetapkan 
dengan Keputusan Wahkota. 



(4) wahkota rnenyerahkan surnt keputuaan penyernhan hak milik 
rumah dan pelepasan hak atas tanah kepada penghum yang telah 
membaj ar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai 
perjanjian eewe beh sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 55 ayat (2). 

(5) Penghum yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak 
milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana drrnaksud 
pada ayat 14) wajib mengajukan pemohonan hak untuk memperoleh 
sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat sesuai 
dengan ketetuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(6) Surat kcputusan pcnycrahan hak milik rumah dan pclcpasan ha.k 
atas tanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dan daftar 
baning millk claernh 

BAB VIII 
PELAKSANAAl'I PENJUALAN BARA.NG MILIK DAERAH 

TANPA LELANG 

Ba1ian Kesatu 
Pro.ea Penjualaa 

Pasal 57 

(I) Penjualan barang mtltk daerah tanpa lelang sebagaimana dima.ksud 
pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (l) milik daerah dapat 
dila.ksanakan melalui proses penjualan oleh panitia penJualan. 

(2) Pamtia penjualan sebagaimana dima.ksud pada ayat (l) dibentuk 
oleh Walikota 

(3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (II, dilaksanakan 
dengan memenuhi pnnsip transparansi, efisiensi, elektabilitas, 
kcmpetisi dan akuntabeL 

(41 Proses penjualun diumumkan melalui papan pengumuman pada 
perangkat daerah yang tnembrdangr aset. 

(51 Penjualan sebagaimana dimaksud pacl11 ayat (l), diikutJ. minimal I 
(satu) pesena/pemmat. 

(61 Penetapan pemenang penjualan dilakukan oleh panitia pcnjualan. 

Pasal 58 

(I) Plhak yang dapat menjadi peserta penjualan adalah badan usaha 
dan/ata1.1 pernrnngan yang memenuhr petsyaratan. 

(2) Perayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dati : 
a. Fotocopy akta pendirian dan perubahannya [jika ada pcrubahan) 

begi pesena yang berbada usaha, 
b. Jlotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP] bagr peserta perorangan: 
c Mengajukan pcnnohonan kepada panitia penjualan, 
d. Mcnycrahkan jaminan pennohonnn minunal 20"/o dari mlai hrmt 

harga jual yang telah ditentukan kepada panitia penjualan, dan 
e. Jaminan yang d1berikan setmg111mana d!maksud pada huruf d 

drserahkan kepada pamtJ.a penjualan. 
{3) Jami.nan permohonan akan dikcmbalikan kepada pescrta dengan 

ketentuan scbagai berikut : 
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a. Untuk penawar yang t,clak dttetapkan sehagai ealcn pemenang, 
maka jarntnan drkembahkan oleh panil.la penjualan kepada 
peeerta setelah pengumuman pemenang; atau 

b. Untuk penawar yang ditetapkan sebagai ca\on pemenang, 
jarmnan pennohonan dikembalikan setelah pekerjaan aelesai 

Ba1lan Kedua 
Penjualan Gagal 

Paaal 59 

Parutia penjua\an menyatakan penjualan gagal apahila · 
a Tldak ada peeerta yang mendaftar 
b Tidak tertlapat peserta yang memenuhi pereyaratan 
c. Semua penawaran dibawah harga yang ditetapkan, a tau 
d. Pemenang nomor urut I (satu) mundur clan tldak ada penggantinya 

Bagian Ketlga 
Penjualan Ulang 

hu.160 

(I) Oalam hal penjualan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 
maka dilakukan penjualan ulang sebanyak l (satu) kali. 

(2) Pclaksanaan penjualan ulang sebagaunana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan penilaran ulang. 

(3) Dalam hal setelah pelaksanaan penjuala.n ulang sebagaim.<ina 
dimaksud pad a ayat ( 11 tidak laku djjual, pengelola barang 
menindaklanjuti dengan penjualan penunjukan langsung, tukar 
menukar, hibah, atau pcnyertaan modal. 

(4) Dalam hal aebagaimnna dimakaud pada ayat (3) tidak dapat 
dilakoonakan, maka dapat dilakukan pemusnahan. 

Baglan Keempat 
Pengunduran Dlrl Peserta Pemen•ng 

Pasal61 

(I) Dalarn hal pemenang pertama mengundurkan din, ttm penjualan 
menunjuk penewer kedua t1COO� pemenang 

(2) Jika tidak ada pemenang kc dua atau pemenang ke dua juga 
mengundurkan diri, maka penjualan gaga! dan dilakukan penjualan 
ulang. 

(3) Dalarn ha! peserta penjualan barang hanya satu dan mengundurkan 
diri, maka penjualan gaga] dan dilakukan penjualan ulang oleh 
pamtla penjualan. 



Baglan Kellma 
Sanksi 

Pan.I. 62 

(1) Da1arn hal pemenang penjualan barang milik daerah mengundurkan 
dm maka uangjamman permohonan akan disetor kc kas dacrah 

(2) Untuk pekerjaan bongkar l>angunan gedung/kantor, jika pemena.ng 
penju.alan lerlamlw.L melaksanakan kegratan pembongkara.n melebihi 
batas rnaksimal yang telah ditentukan, dikenakan denda 1/1000 per 
hari dari nilai limit. 

(31 Keterlambatan melaksanakan kcgiatan pembongkaran sebagaimana 
dtrnaksud pada ayat (2) maksimal l (satu) bu\an. 

(41 Jika pemenang penjualan telah melaksanakan pekerjaannya atau 
terlambat leblh I (satu) bulan se\ain sanksi sebagaima dimaksud 
pada ayat {2) juga ditambah sankai jaminan pennohonan dicairkan 
ke kas daerah 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pau.l 63 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada. tanggal diundangkan. 

Agar setmp orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Senta Daerah 
Kota Kendan. 

Ditetapknn di Kendari 
padatanggal ")I- 1'2..- 2019 

WALlKOTA KENDARI, 
PA,RAF JNSTALAS11\J�il �HJ- 

111· !J!l'l\llil 

' 3 
4 

PARAF KOORD!NASI 
"' 

Diundangkan di Kendari 
padatanggal 11-11.- 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARl, 

Hj. NAHWA UMAR 
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